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Pendahuluan : _ i
Pembangunan di. segala blciang yang
' sedtmg glat-giatnya. dllaksanakan disamping
telah membawa kemajnan ‘dan’ penmgkatan
dlscgala b;dang, juga membawa dampak
negatif berupa berkembangnya berbagai
bentuk kejahatan dengan mﬂnunjukkan
peningkatan, baik ‘secara kualitas maupun
kuantitas di mana pelaku kejahatan tersebut
tidak saja dari kalangan orang dewasa dengan
latar belakang pendidikan dan ekonomni yang
Tendah’ tetapl meliputi juga gofonaan usia
potensial dengan latar belakang’ sosxai
ekonomx dan pendldxkan yang baik.

Poin dalam hal ini, sebagai salah satu aiat
negara pebegak hukom dan sekahgus
merupakan front terdepan dalam sistem
penegakan huI\um dan sebagai inti pembma
Kamtabmas selama ini telah berupaya untuk
menanegulangx segala bentuk kejahatan yang
terjadi, namun hasilaya belum sepenuhnya
sesuai harapan. Sehingga untuk mendapatkan
hasil yang memenuhi'harapan semua pihak
perlu -upaya terpadu, yang tentunya
melibatkan “semua ~pihak, terutama
kexkutsertaan masyamkat itu sendm secara
aktifi+ ¢

Kejahatan adalah problema manusia yang
merupakan snatu kenyataan sosial dan
merupakan produk masyarakat itu sendiri atan
sering disebut crime is a product of society it
self 'yang berjalan seiring dengan
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kejahatan diperkotaan dalam
arti adaiah tindakan pidana yang dilakukan

® ) F;.nu%ls adalah Pmelm Muda Bidang Hui;um pada Bﬁdan

Mlagh

oleh oranmc}rang cil kota yang mand akhxr-

'akhar ini memang cenderung, meningkal bark
‘dalam kuahzas maupun Luaxlmdsnya

.dzawal tahun 1999 mengaiam: perkembdnoan

dan _pergeseran, yang tadinya di perumahan-
perumahan yang berlokasi di pinggiran
ibukota misalnya seperti di Bekasi, Bogordan
Tanggerang, kini sudah mulai beralih ke
jalanan. Hingga akhir tahun 1998 dan diawal
tahun 1999 hampir 100 kasus termasuk kasus
Mei 1998 dan peristiwa Ketapang belum lagi
termasuk kerusuhan Ambon, Sambas,
semuanya merupakan kasus pembunuhan
murni {Pernyataan Kapolsi, Media Indonesia,
10 Mei 1999).

Hal ini bisa saja terjadi dlsebabkan karena
kQﬂdlSl dan situasi perekonomian dan p_o_]_mk
Indonesia yang berlarut-larut dalam keadaan
tidak menentu. Pengaruh krisis ekonomi,
moeneter dan politik sangat dominan
mendorong terjadinya kegiatan masyarakat,
oleh. pelaku kriminal selalu menumpangi
kegiatan masyarakat. Setiap ada kegiatan
masyarakat, dibelakangnya ada kegiatan
kriminal dan ini merupakan trend baru yang
muncyi pada akhir tahun 1998 dan awal tahun
1999, Pencurian dengan pemberantasan
misalnya pada tahun 1997 terjadi 41.760
kasps, tahun 1998 menjadi 54.625 kasus.
Pencurian dengan kekerasan naik 2.500 kasus
dari 7.049 {1997) kejadian. Penganiayaan
berat atau lazimnya disebut pembuﬁuban
mencapai 1.691 yang pada tahun 1997 hanya
1.445 kasus. Yang melonjak tak terkendali
kasus pencurian kendaraan bermotor dari
17.300 meniadi 24,179, Khusus DK Jakarta,
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penganiayaan berat sebanyak 523 kasus, curat
(3.374 perkara), curas 1.590 kasus, curanmor
3.039 kasus. Untuk membendung peiaku_
kejahatan yang semakin menggila, Polda

Metro Jaya sejak November 1998 memburu

penjahat jalanan, Tercatat ratusan orang tewas

ditembak, belum lagi apabila terjadi
kemacetan di ruas-ruas }alan utama yang
. chsebabkan oleh mahas;swa yang demonsfmm
-:dar‘a perkelahian pelajar ataupun unjuk rasa,

-pelaku kejahatan mengambil manfaat maupun :

'kesempaian baik, mangamba! spion ‘mobil,
pejdlan ‘kaki yang “dipalak, penodongan
dengan senjata tajam maupun ‘senjata pistol
terhadap pengendara mobil dan bentuk street
crime iamnya Melihat semakin beringasnya
'pelaku kejahatan saat ini membuat aparat
keamanan ‘khususnya Meﬁhankamf?amgab
tetah” mengambxl kepuiusan bahwa
da!akukannya penembakan di tempat bagi
pelaku-pelaku’ kejahatan baik pelaku
kejahatan di jalan-jalan maupun perusuh-
perusuh yang meresahkan masyarakat. -
Sedangkan pada tahun 2000, tercatat
sebanyak 96 orang tewas dan 43 luka-luka
akibat’ dihakimi massa, di wilayah Polda
Metro Jaya. Mereka adalah pelaku kejahatan
yang lertangkap massa saat sedang beraksi,
Meskipun pada tahun 2000 terjadi sejumlah
kasus menonjol yang jarang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya, seperti tindakan
main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan
dan kasus peledakan bom di berbagai lokasi
di Jakarta, jumiah kasus tindak pidana yang
te;j;adt (crzme total) menurun 12 24 persen.

Pada Lahun 2000 iotal crime di sembilan
w1layah Polda Meiro Jaya (Jakarta Pusat,
Jakaria Barat, Jakarat Selatan, Jakarta Utara,
Jakarta Timur, Tanggerang, Bekasi, Depok,
dan KPPP Tanjung Priok) berjumlah 16.346
kasus sedang tahun sebelumnya mencapai
18:603 kasus. Dari kesembilan wilayah
tersebut, _t:ga Polres yang tingkat
kerawanannya menempatl urutan teratas,

kasus), menyusul Polres Metro Jakarta Pusat

" (2.508 kasus), dan Polres Metro Jakaria Utara
: _(2 427 Rasus)

‘Dari L'eseluruhan kasus yang terjadi
sepanjang tahun 2000, hanya 11.811 kasus
vang terselesaikan (crime clearance), atay
hanya 58,60 persen. Persentase crime
clearance tahun ini menurun, - jika
dibandingkan tahun sebelumnya yang

mencapai 60,53 persen. (Har;an Umu__m
:KOMPAS Ianggal 3 Januarx 2001 hal 6.

" Ada teori yang menyata%&an ba _'wa
penurunan pendapatan nasional dan’ sangat
sulitnya saat ini mendapatkan Iaparagan kerja
akan menimbulkan pelanggaran-pelang garan
hampxr di semua. sekior kehidupan
masyarakat, salah satu misalnya timbulnya
kegiatan industri 1liegal ¢an lain sebagainya.
Menuruot Merton (1964) dalam bukunya
Devian Behavior bahwa terjadi bentuk-bentuk
inovasi sebagai akibat ketsdakqexmbangan
antara pilai dan tujuan sosial dengan sarana
sosio-kultural untuk meﬁcapainya Dalam
masa kemunduran ekonomi banyak warga
masyarakat yang tidak mendapat kesempamn
yang halal untuk memperoieh tujuan
materialistik. Al(lbdmy'd mereka cendemng
mencari jalan picntas memilih bentuk
pelanggaran hukum.

Di samping itu, krisis ekonomi di desa—
desa mengakibatkan sebagian pemudanya
berimigrasi ke kota-kota. Ketidaksiapan kota
menampung dan menurunkan primary sacial
control membuat para pendatang ini
melakukan aksi potong kompas dengan cara
yang tak sah dalam mempertahankan
hidupnya. Mereka menjadi penganggur dan
terpaksa tinggal di daerah %cum_t_lh
bersosialisasi dengan budaya kejahatan di
tempat tersebut. Akhirnya mereka tumbuh
menjadi manusia yang tak takut terhadap
sanxsi, baik sanksi sosial maupun hukum.
{Prof.Dr. T. Ronny R. Nitibaskara, S.H.,
Catatan Kriminalitas, Penerbit Jayabaya

L] bSO o YOS ) b WY . SN o £z L
FERTLUITCOTIVICUH U JdRaltd G EidLdil {5204

Umiversity Press, Tahun 2001, Hal. 107).
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- Dari latar . belakang tersebut di-atas,
permasalahan yang penting untuk dipecahkan
adalah sejauh mana kesiapan aparat: penegak
hukum I{hususnya Polisi, menghadapi
berbagax ‘penin gkatan kualitas. maupun

kuantitas ke;ahatan dan baga: mana cara uniuk

rnenyeiesalkan 2 .

Atas dasar‘; !atar belakang dan
-permasalahan tersebut, penui:s membahas
tentang analisis Data Statistik Kriminal Polisi

_ .-Terhadap Dzmen31 Kejahatan Di perkotaan D

Trend Kejahatan !’erkotaan dan Reaksi
Formai Polisi Fo e

Ke}ahatan di pf:rkotaa'n telah 3menjadi
perhatian dunia'di mana dalam kongres PBB
ke-8 tahun 1990 di Havana antara lain dibahas
tentang masalah-masalah “ urban crime” dan
menyebabkan bahwa kejahatan merupakan
manifestasi dari kehidupan ‘perkotaan, di
mana dalam ‘salah satu resolusi kongres
tersebut ‘mengenai * Prevention of Urban
Crime”-dikemukakan beberapa faktor
korelatif terjadinya kejahatan meliputi

1. Kem:skman, pengangguraﬁ rendahnya
tingkat pendidikan, perumahan yang t:dak
sehat.

2. Semakm banyaknya kegagalan warga
untuk mengmtegramkan dirmya dengan
masyarakat secara sosial,

3. Semakin merenggangnya :katan ikatan
sosial dan kekelvargaan:

4. Perpindahan penduduk ke kota yang
semakin meningkat. -

5. Identitas cultural yang semakin tercemar,
6. Menurunnya kondisi perkotaan yang sehat.
7. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika
dan alkohol. :

8. Munculnya media massa yang kurang
mendukung dan bahkan justro merangsang
timbulnya kejahatan.

Sedangkan bentuk kejahatan yang
cenderung terjadi di kota-kota Indonesia kini
dan perkiraan semakin berkembang dimasa

1. Masih adanya kejahatan tradisional namun
dengan modus operandi yang lebih maju. .
2. Kejahatan dengan kekerasan, kejahatan

harta benda, perkosaan. aksbat perubahan

nilai-nilai .. dalam masyarakat
berkembang maju. '

3. Kejahatan intelekiual, yaxm mteiekwdi
yang di gunakan untuk melakukan kejahaian

4., Kejahatan ekonomi, sebaua; aklbat gerak
ekonomi yang makin cepal. _' ' SRR
5. Sophisticated Cnme kejahatan yang mm:t
pembuknannya _ -

6. Perjudian, peiacuran dan penggunaan Obdi-
obatan terlarang termasuk narkotika. \

7. Bunuh diri, akibat stres yang tidak teratasi.

8 Tumbuhnya geng-geng remaja sebagai u}ud
frustrasi kaula muda.

9. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita,
karena wamla dalam mencar; nafkah sud'lh
meningkat.

10. Pencemaran lingkungan hidup sebagai

yang

. akibat meningkatnya-industri.

11. Kejahatan dimensi baru: {The New
Dimention of Crime). -

"Dilihat dari trend dan bentuk-bentuk
kejahatan di kota-kota besar dipengaruhi oleh
faktor kondisi fingkungan yang memeberl
peluang antara lain:

L. Adanya demonstration effect dari kekayaan
yang bersifat negatif, dapat meiximbulkan
persaingan yang kurang sehat.

2. Kebutuhan hidup di kota-kota besar yang
jauh lebih besar dan pada kebutuhan hidup
di kota-kota kecil, mendorong untuk
menempuh jalan pintas. 4

3. Akibat tumbnhnya intelektualisme di kota-
kota besar, menimbulkan juga kebutuhan akan
penghargaan, sehingga golongan-golongan
intelek tidak jarang melakukan kejahatan. -
4. Adanya sarana-sarana canggih vang
dipunyai oleh golongan-golongan menengah
dapat memberikan peluang bagi tumbuhnya
Sophisticated Crime.

5. Tekanan-tekanan ekonomi yang cukup

Oeral aapatl menimoulkan stes pada orang-
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‘orang tertentu yang tidak jarang berakhir pada
bunuh* diri, ‘atau. ter)erumus pada
_ ketergantunﬂan obat SR
‘6:'Kebutuhan' akan mobilitas yang capai
fmendorono orang untuk menguasax aiat
transportasx waiaupun secara illegal.’

i beberapa. trends kejahatan iersebuz
i atas, Polisi dxhadapkan kepada apa yanU
- _'fdisebut dengzm
:kejah ' 'an yaﬁu
:h kejahatan pada masyara!(at pasca
industri, pada abad 21 dmkur dengan
membaurﬁya duma knmmii dengzm ‘dunia
sipil masyarai{at biasa (manyelsnap), pan_}aha;
bukan kelompok tersendiri atan terp;sah ada
unsur, mterdepenm, penyamaran yang ada
masuk dalam kehidupan ekonomi, sosial
politik dan lain schagainya. Jad1 daiam hal
ini ilmu dan ketrampilan yang . sexmbang
dibutuhkan di kalangan penegak hukura. .

Perkembangan kejahatan dalam 5 tahun
terakhir di Indonesia secara. kuantitatif
berkisar 190.000 kejahatan yang dilaporkan
dengan angka laju kejahatan (crime rate)
rata-rata per tahun per 15 per 100 009
penduduk Anvka-angka tersebut memang
relatif lebih sedikit apabx}a_d_xbandmokan
dengan negara-negara Asean lain, maupun
negara-negara industri yang sudah maju.
Sebagai contoh angka laju kejahatan (crime
rate) di Singapore mencapai rata-rata 1.500)
per 100.000 penduduk dan di Amerika sekitar
6.500 per 1G0. G{)O penduduk daiam ukumn
waktu yang sama,

2. Dalam menangani Z{asus kegahatan pxhak
peneoak hukum perin berpegang pada kitab
Undang- Undang Hukum Pidana, yang
sebenarnya 2 hal pokok, yaitu:

a. memuat syarai-syarat yang harus dipenuhi
yang memungkinkan pengadilan dapat
menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah negara
menyatakan pada zmum juga pada penegak
hukum tenlang perbuatan-perbuatan yang

b. menetapkan dan mﬂﬁﬁmﬁmﬁﬁn reaksE apa
yang- akan ‘diterima-oleh ‘orang’ yang
melakukan pecbustan yang dilarang ftu.
3. Daya mampu yang }té'?r_kéﬁ&ﬁn'
hukum p:dama se’bag&: sa%a%z sazu

sebagai i insirumen p@s;nf Sa &E} sati c{ezmtsz
hukum pidana menyatakan; Ba!ma ;mkum
pidana memuat sturan-aturan y&na mﬁagska:
kepada perbaataﬁ—gerbaam yang memenuhi
syarat tertentu dan sebagai saia._ sam
akibatnya berupa pidana, . b

4. Adalah suate pzndangan atap g}emiapat
yang tidak benar jika kegiatan Polist dalam
kesehariannya hanya diiﬁentiﬁkaéik&a
dengarn penahanan tersangka pelaku kejahatan
saja {sudah barang tents dengan semua
tahapan penyidik, penyusunan Berita Acara
sampai pada penahanan oleh mhak
kepolisian).

Padahal tugas Polisi sebagai saiab sam
komponen dalam sistem Peradilan Pidana
tidak terlepas deri instansi lain yang dikenal
dengan instansi kejaksaan, pengadiian dan
lembaga pemasyarakatan. Sebagai gerbang
pertama dalam proses pesxanganan._ﬁ_caszis;
seolah-olah Polisi di masyarakat yang bersifat
reakiii saja dan justru tidak melihat pola Resga
yang proaktif yang Iebih handal, :

5. Pclisi dengan segale ormamennya Eaﬂgsung
atau tidak langsung dijadilan pusat perhatian
masyarakat. Kesungguhan pengabdian Polisi
seclah-olah diukur - dari: mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan,
menyelesatkan kasus kejshatan, usaha-psaha/
upaya mencegah terjadinya residivisme.
Padahai sub sistem vang lainnya sehagaim'ana
disebuikas di atas pan barps dikviseriakan

aitarang dun shapa yany-dapardipidang

6. Salah satu aspek yang paling suiit dari

&4
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.pekerjaan Polisi, -adalah bahwa Polisi
menyandang sxmbol yang beragam dari sudut
-pandang. masyarakat. .. Di_ :satu ‘sisi
-menstimulasi fantasi (Karena omamen) yang

harus: d}kenakan dzanggap penyelamat/ .

penyelesaian.masalah .dan di sisi lain
ditempatkan .sebagai- sosok untuk. ditakuti
-(ingat: sosialisasi anak dalam: keluarga)
Gambaran atas hal=di; atas cenderung
-kmempcngaruhi kuai:tas dan fungs:
_ mteraksmya dalam masyarakat

R Kegagalan Pohsi daiam melayam
.masyarakat (kalau benar), kurang iepat.jika
hanya mempermasalahkan diri orang per
orang saja, tetapijuga sistem kemasyarakatan
(social: systenz) kita, perlu. dlpermtungkan
karena seringkali memberi dampak pula.
Apabila antara sub sistem dalam sistem
peradilan pidana.“bejana. berhubungan”,
maka cukup sulit permasalahannya. -

8. Dalam memerankan fungsi dan peranannya
Polisi memiliki kewenangan dan kekuasaan
yang diakui:sah oleh masyarakat. Meskipun
sistem kewenangan yang ada berbeda antara
satu kebudayaan dengan kibudayaan lainnya,
antara satu masyarakat dengan ‘masyarakat
lainnya. Apa ‘yang dimaksud dengan
wewenang ? Wewenang adalah suatu hak
yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib
sosial untuk menetapkan kebijaksanaan,
menentukan keputusan mengenai masalah
yang penting dan untok menyetesaxkan
pertentangan.

Umumnya kewenangan merupakan hasil
dari “legal code” dari suatu pemerintahan.
Dalam sistem hukum yang teratur,
pemerintahan telah menyerahkan kepada
Polisi kewenangan untuk menegakkan
hukum, bukan menyalahgunakannya.

Polisi memiliki kewenangan bertindak
sebagai orang yang memimpin atan
membimbing orang banyak. Sebagai
pemegang wewenang rasional dan legal maka
wewenang tersebut disandarkan pada sistem

(sistem hukum. yang (difahami, diakui dan
ditaati). Kinerja/penampilan/profil. Pohs;
seolah diuji di tengah masyarakat.

9. :Secara sederhaﬁa dapat. dikatakan bahwa

Poim memporeh tugas antuk _menangani
peianggaran!tersangka hukum. Khususnya

dalam hal ini memberikan disposisi terkadang
Polisi justru:cenderung seringkali terianjur

memberikan sngma yang. neganf terhadap
tersangka. (apalagi- menangam kasus. anak)

' Tidak sedikit masalah yang d:hadapl petugas,

mlsalnya saja, bahwa tidaklah mudah untuk

'memperaleh pﬁmbukuan bahwa sesearang
terlibat atau tidak; dalam hal menjalankan

keb:_;aksanaan ﬁerkae%ano Polisi cenderung ke

.af&h hukam darapada aturan—aturan yang! bisa

saja d1bcr3a§:ukan kepada orang tersebut
acapkah .petugas. Polisi takut kehziangan
kew;bawaan jika sekiranya udak memben
hnkuman

14. Sebagm saiah satu contoh, mxsainya
diskresi yang dilakukan Polisi terhadap
pelaku. kenakalan remaja antara.lain
dilepaskan; atau difepaskan dan ditaklukkan
dengan menginterogasi {(ada kesan
konfroniasi); memberikan teguran resmi
tetapi diserahkan kepada orang tua/waii,
diserahkan ke pengadilan atau ditahan dan
d;bawa ke tempat yang dinamakan tempat
penitipan anak. _
Stigma yang diberikan Polisi cenderung
memperkuat perilaku mereka ke arah karir
delinkuensi. Bagaimanapun juga pelaku
terhambai kesempatan belajarnya, atau
kesempatan kerja atau bahkan kehilangan
pekerjaan.
Statistik Kriminal PoBsi

Suatu kebijakan agar dalam penerapan
dapat menjadi berhasil dilandasi oleh antara
lain dukungan data yang baik. Sebab data
tersebut merupakan acuan yang penting bagi
periimbangan-pertimbangan karakteristik
sasaran kebijaksanaan, besaran kegiatan yang
akan dilakukan analisis. Tanna dukunean

tukunryang-beriake-duabannasyarakay

gaia yang penting bagi penyusunan sirategi,
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maka strategi atag kebijakan yang disusun
-akan’ mensafamx kelemahan yang mendasar.

?en_yu_sun_a_n ‘strategi pencegahan
kejahatan dengan demikian juga harus
‘melandaskan dirf pada tersedianya data yang
rnemadsa bagi ‘kepentingan tersebut. Salah
satu &ata yang ade dan penting bagi
penyusunan strategi pencegahan kejahatan
‘adalah data statistik kriminal, Namun untuk

mer gunakan daa statistik kriminal Eersebm
: h&ms&a& engzm pemrh keha£s~haﬂaﬂ

Siansui( Ecnmmal adalah data tentang
' Jumiah per}snwa kegahamn Yarg ie{}adz
menurut bentuk-bentuk ‘kejahatan yang
teqadz, menurut bentuk- hemuk kejahatamya
dalam’ penede waktu’ tertemu dan juga
menurut tempat ke;admnnya Data statistik
kriminal” yang utama adalah data statistik
kriminal yang dikimpun dan disusun oleh
Polisi. Data ini pulalah yang kemudian
diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik sebagai
data’ Statistik Kriminal Sumber Data
Kepohsxan ‘ataw secara bmun sering disebut
juga se:cara nngkas sebacax sumsuic kriminal
PGhSL £ B

* Sebetulnya setiap pk"anat_a dalam sistem
peradilan pidana mempunyai data statistik
kriminal pu!a yang tersusun sesuai dengan
wilayah yurisdiksinya. Kalau data statistik
kriminal Polisi memuat tentang jumlah
peristiwa kejahatan, tempat kejadian dan
tingkat' penye%esaiannya ‘statistik kriminal
ke_;ahatan menekankan diri pada data
peruntutan. Seﬁm_igumy& data pengadilan
menunjukkan data penghukuman dan terakhir
lembaga pemasyarskatan menunjukkan data
pelaksanaan hukuman. Jadi, data statistik
kriminal tersebut pada dasarnya men-
cerminkan bekerjanya pranata sistem
peraditan pidana sesuat dengan yurisdiksinya,

Kembali kepada date statistik kriminal
Polist vang merupakan data awal kriminalitas
pada sistem peradian pidana. Data kelahatan
peristiwe keinhatan vane dicatar nlab Dol

yang diketahui oleh Polisi. Polisi mengetahui

adanya peristiwa kejahatan melalui dua‘cara
yaitu berdasarkan laporan warga masyarakat
dan berdasarkan peristiwa kejahatan 'yan'g
diketahui sendiri’ oleh Polisi; baik yang
merupakan peristiwa tertangkap &angan
maupun hasil kerja reserse. Dengan demiikian
data peristiwa kejzhatan yang dicatay] oieh
Polisi tidak mencakup seiurgh g:rerzsnw

kejahatan yang terjadi di masyarakal. - 2

Terdapat’ banyak sekali’ pens:mwa—
peristiwa kejahatan ‘vang tidak dz]ap@rkan
kepada Polisi dapat disebabkan oleh angzgapan
bahwa peristiwa tersebut tidaklah serius ‘atau
korban merasa takut balas dendam"dati
pelaku, atau dapat pula karena korban:malu
apabila peristiwa tersebut diketahui oleh
orang banyak yang dapat menyebabkan
hilangnya atau berkurangnya reputasi,
misalnya dalam peristiwa perkosaan -pada
kerusuhan Mei 1998. Dapat juga terjadi
korban kejahatan enggan melaporkan
peristiwa yang dialaminya kepada. Polisi
karena merasa bahwa tidak ada gunanyva
melapor karena kKerugian yang dideritanya
tidak akan dapat dipulihkan. Menurut
pendapat beberapa ahli statstik krirpinal,
jumlzh angka kejahatan yang tidak diketahui
oleh Polisi, yang kemudian dikenal sebagai
angka gelap, berkisar aniarz 65 % hingga
85 %. Ini adalah jumlah yang sangat besar.
Dengan demikian apabiia kita akan
menggunakan data statistik keiramal sebagai
landasan penyusunan strategi pencegahan
kejahatan, kita harus menyadast bahwa data
tersebut merupakan sehagian kecil saja dari
penstiwa kejahatan yang msungguhnya teiah
terjadi di masyarakat.

Gambaran tentang betapa kecilnya
peristiwa kejahatan yang tercatat dalam
statistik kriminal Polisi tidak berarti bahwa
data tersebut tidak dapal dipergunakan
sebagai landasan penyusunan kebijakan.
Bagaimanapun data statistik kriminal Polisi

adafah data peristiwa kejahatan dan peristiwa

merupakan cata statistik krimnal yvang
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'terlengkap yang kita miliki. Selain itu dengan
‘menggunakan asas: staﬂsnk puia ‘data statistik
* “kriminal Poiasx masxh dapat diper, gunakan
-_sebaga: Eandasan ‘penyusunan: kebijakan.

- Dengan; memberlakukan Jbahwa data statistik -

kriminal Polisi. sebagat sampe} dari populasi
~ maka keb:gakan yang dibnat berdasarkan data
* tersebut masih dapat. chpertang ung ,_._1 jawabkan.

. Apa a kzta dapat mengetahm secara statistik .

rsen-penstxwa kegahatan yana ndak

e menmgkatkan_
' -.terhadap data statistik kriminal Polisi,

Usaha yang Ea.mn d;lakukan untuk.-

memperkzrakan besafan angka geiap adalah
dengan-melakukan survei. korban, Melajui
survel: terhadap sampel: popu!a51, ‘para
responden ditanyakan peristiwa-peristiwa
kejahatan yang: pernah: dialaminya’ dalam
korun: waktu:satw tahun berselang. Melatui
data yang. d:peroleh idari-sinvei korban:dan
kemudian dlperbandmgkan dengan data
statistik. kriminal: Polisi;’ akan -dapat
diperkirakan ‘berapa- persen sebetulnya data
: penst:wa kejahatan yang udak dlketahua oleh
Polisi." ; S :

Anailsls “swot” terhadap Statlsnk
Krunma] : SRt
*‘Dalam’penyusunan suaty kebijakaﬁ,
biasanya dilakukan analisis “swot” agar dapat
diperoleh kebijakan yang baik. Demikian pula
untuk “menyusun kebijakan sirategl
pencegahan kejahatan harus pula dldukung
dengan ‘analisis “swot”. Namun sebelum
melakukan analisis “swot”‘yang kom-
prehensif terhadap selunih faktor yang diduga
berhubungan; misalnya faktor sosial, budaya,
politik, hukum, ekonomi dan sebagainya,
maka terhadap statistik kriminal yang
merupakandata pemmg ‘bagi penyusunan
kebuakan harus pufa dsanahs;s aspek
“swot” nya ' ;

Strengths atau kekuatam Uratan tentang
s:fat_ atami statistik kriminal di atas

_..:ole Pohg;, maka klta akan dapat .
mgkat kepercayaan kita i_umuk penyelzd;kannya ‘Dengan dem

‘data dasarstatistik kriminal uniuk penyusunan

“kriminal Polisi terletak pddd menyeluruhnyd
-data pensi:wa ke_]ahatan yang tercatat. Namin

perlu disadari bahwa bez‘dasarkan Sistem

‘hukon kita; tidak semua peristiwa’kejahatan
: men_]ad: kewenangan Polisi uniuk mengambzl
-tindakan penamd dalam penyei;dlkdn dan
'meny;drk pcr;snwa ke;ahatan yang teria;
-dalam ‘kategori: peianggamn hukum psdana
-yang ‘tertulis’ ‘dalam KUHP. Perig \'mu
_ _penstlwa kejahatan yarao tidak Ienuh

¢Suk

KUHP merupakan’ kewmangan keja

kebijakan: pencegahan kejahaian h'arus
miemasukkan data kejaksaan tentang ju la
peristiwa Kkejahatan vyang merupak'an
kewenangan kejaksaan dalam peny:dik—
kannya. ‘Ini diperlukan: kalau kita, _mgm
mempergunakan besdran j penstzwa kejah :

Sebaga:mdna teiah dau}as di atas’ puia_
kekuatan dari statistik anmal Polisi (dix'n
sebagian data kejaksaan) perlu dltambﬁhkan
denﬂan data yang dxperoleh meEaEul s
korban. Kalan hal-hal tadi terpenuh: maka
dengantingkat kepercayaan ‘dan keyakman

yang lebih tinggi kita dapat me[akukan

 analisis tingkat kejahatan pertahun menurut

wilayah kejadian. Data ini sangat berguna
untuk menentukan prioritas bentuk kej ahatan
yang perlu mendapat perhatian lebih tinggi
dalam pencegahannya dalam tmgkat nasmm]
dan tingkat regional.

Pembedaan tingkat nasmna] dan regional
ini penting karena setiap wilayah mempunyai
kekhasan kriminalitas yang meaonjol.
Selamutnya kekhasan’ wilayah dalam
peristiwa kejahatan merupakan mformam
awal untuk menggali lebih lanjut poten51-
potensx kriminogen wilayah tersebut yang
perlu dikurangi, maupun potensi- potensi
sumber daya yang dapat dipergunakan untuk
mencegah atau mengurangi faktor-T: aktor
kriminogen yang menghasitkan penst:wa
kejahaian khas ciaerah tersebut.
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Jandasan suatu kebijakan data statistik yang
d:pergunakan haruslah berkualitas baik dalam
.arti mencerminkan peristiwa sesungguhnya.
Sebagaimana telah diketahui data statistik
kriminal Polisi adalah data peristiwa
kejahatan.yang diketahui oleh Polisi.
Peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi
kemudian diketahui oleh Polisi, sebelum
__ierca:at sebag; dala kriminalitas harus
_dlzafsnkan dan diidentifikasikan oleh petugas
penc: tat . apakah pensnwa tersebut rnerupakan
- peristiwa tindak: pidana. Di sini ‘terdapat
Kkerawanan k_e_ieiap__an_def inisi tindak pidana
yang akan dipergunakan untuk men-
dg:'fini_s_i_k_an .peristiwa kejahatan yang
diketahuinya. Sebab, dalam kenyataan
tentang terjadinya peristiwa kejahatan adalah
Polisi yang berpangkat Tantama atau Bintara.
Padahal . pengidentifikasian peristiwa
kejahatan ke dalam definisi hukum pidana
mcmeriukan kuahtas pelugas yang memadai
dalam lm gkat pendzdlkan nya. Karena petugas
pencata{ peristiwa kejahatan adalah mereka
yang berpangkat Tantama atau Bintara, maka
kemungkman keudaktepatan definisi dapat
saja Ler_]ada ( _ .
.Selain _._ter_c__iapat --masalah .daIam
pendefinisian peristiwa kejahatan, statistik
kriminal Polisi tidak pernah menunjukkan
informasi apakah peristiwa kejahatan yang
tercatat. merupakan tindakan individu atau
tindakan kelompok individu. Dalam rangka
penyusunan kebijakan pencegahan kejahatan,
informasi tentang pelaku kejahatan yang
menunjukkan keterangan apakah tindakan
tersebut merupakan tindakan individu atau
kelompok merupakan informasi yang penting
dan berarti bagi penyusunan strategi
pencegahan. Demikian pula informasi tentang
korban kejahatan. Sayangnya informasi-
informasi tersebut tidak terdapat dalam
statistik kriminal Polisi. Dalam hal ini kita
tidak dapat menyalahkan Polisi, sebab
penyusunan data statistik kriminal Polisi
adalah tugas administratif dan bukan tugas

pengumpulan data. Untuk memperoleh
informasi yang lebih lengkap, badan-atau
panitia yang bertugas untuk menyusun
strategi pencegahan kejahatan harus menggali
febih:lanjut informasi-informasi_yang
diperlukan dengan cara menelusurinya pada
berkas perkara yang disusun oleh Polisi. :

“‘Oportunitas - atauw - kesem’ patan
Kesempatan adalah salah satn fdktor yang
dianggap penting bagi timbuinya pemtlwa
kejahaxan Namun apabila kitazhanya
menggunakan data ‘statistik kriminal __-Pohs:
yang selama ini kita kenal, kita tidak akan
dapalt menafsirkan aspek kesempatan
dilakukan kejahatan, Untuk kepentingan ini,
kembali kita harus menelusur berkas perkara
yang disusun oleh Polisi untuk mencari data
tentang modus operandi, waktu dan tempat
terjadinya kejahatan, dan informasi
karakteristik korban. Selain itu kita juga harus
mempunyai data lain yang antara lain meliputi
data sosial, budaya, geografi, ekonomi dari
tempat kejadian perkara maupun dari ‘sisi
korban kejahatan. Melalui data yang
komprehensif tersebut barulah kita .dapat
melakukan analisis, kesempatan yang baik.

Trends atau kecenderungan. “Untuk
menganalisis kecenderungan kejahatan:kita
harus mengamati fluktuasi tingkat kejahatan
selama beberapa tahun, Namun demikian
selain kita harus mempertimbangkan
keakuratan data, kita harus hati-hati
menafsirkan fluktuasi kejahatan berdasarkan
statistik kriminal. Sebab naik turunnya
kejahatan acap kali bukan merupakan gejala
yang berdiri sendiri sebagai pengaruh dari
faktor-faktor kriminologen, tapi dapat juga
disebabkan oleh faktor dari sistem hukum dan
sistem peradilan pidana sendiri. Sistem
hukum berpengaruh apabila pada periode
pangamatan fluktvuasi kejahatan terdapat
kebijakan kriminalisasi maupun dekrimina-
lisasi. Dalam kaitan ini, naik turunnya tingkat
kejahatan bukan dipengaruhi oleh faktor-
faktor kriminogen, tetapi oleh kebijakan
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:knmznahsasz atau dekriminalisasi-yang ada
pada periode ‘tersebut. Slstem peradilan
_pldana berpengamh teru;ama apab:!a terdapat

'akuf melakukan ¢ operam-operasx pemndakan
ke_;ahatan maka angka ke_]ahaian yang

‘tercatat akan menurun, Da]am Kaitan ini puia
‘maka apabiia tmgkat kepercayaan warga
' masyarakat terhadap Polisi menurun maka
angka kejahatan yang diketahni oleh Polisi
juga menurun. Dengan demikian analisis
kecenderungan, tidak cukup hanya dengan
mengamati data statistik kriminal saja.

Analisis:tentang’ sistem” hukum; sistem ™

peradilan pidana dan opini publik tidak bisa
tidak harus dipergunakan Juga
Kesm:pulau ' o

- Berdasarkan wraian ch atas, dapat
dlkatakan bahwa statistik kriminal, khususnya

ststistik kriminal Polisi dapat dxpergunakan' ]
sebagai landasan dalam penyusunan strategi.
pencegahan kejahatan. Namun dalam -
penyusunan statistik kriminal (Polisi) sebagai -

landasan penyusunan kebijakan pencegahan
kejahatan masih harus ditempuh sejumlah
langkah untuk meningkatkan kualitas data
statistik kriminal tersebut. Sebab data statistik

kriminal yang tidak baik, akan menghasilkan

kebijakan yang tidak tepat guna, dan
sebaliknya.data -statistik kriminal ;yang
berkualitas baik akan menghasilkan strategi'
pencegahan kejahatan yang lebih dapat
diandaikan hasil gunanya.

: Persoalan mendasar yang merupakan
kelemahan umuom statistik kriminal bagi data
penyusunan strategi pencegahan adalah
masalah definisi kejahatan dan sifat alami dari
data statistik kriminal. Terhadap peningkatan
kualitas maupun kuantitas kejahatan ita
sendiri menuniut aparat keamanan terutama

gaxmh uniuk me!ak'sanakan augas penmdakan_

kejahatan, maka ancka kejahatan’ yang ..perkotaan yang dilaksanakan dengan b

pelaku kejahatan terutama di wilayah hukum
Polda Metro:Jaya, seperti.yang. pernah

:dmngkapkan oleh Kapolda Metro Jaya: pada

serah terima Kaditserse Metro Jaya Desember

1998 bahwa cukup banyak kasus yangenggan

d;laporkan kepada Polsi,. Keenggdnan ini,
katanya, dapat mempenodruhl anahsxs
kepolisian akan kondisi il sitvasi kedmanan

:Upaya-upaya penangguiangdn ke_;ahat.,m

bentuk metode ::ebaommana dluxazkan di

" muoka, selama ini belum sepeavhnya marpu

mencapai harapan, hal ini dikarenakan adanya
berbagai hambatan-hambatan antara lain:

a. Kepribadian aparat penegak hukum belum
sepenuhnya mencerminkan keteladanan,

-.b. Profesionalisme aparat penegak. hukum

belum memadai,
c. Dukungan fasilitas dirasakan betum

. memadai, sehingga dirasakan kurang mampu

untuk menutup daerah-daerah yang d:anggap
rawan kejahatan.
d. Masih dirasakan adanya s:kap dari ang gom—

"anggota Folri yang memandang bahwa
: penangguiangan kejahatan ini semata-mata

hanya porsi para pelaksana fungsi Resersfé_.
e.-Sikap sebagian anggota masyarakat yé_ng
kurang menerima bekas-bekas penjahat yang
telah dikembatikan ke masyarakat,
mengakibatkan mereka merasa terisolasi dan
akmrnya kembali pada kegiatan semula.

" Dalam upaya pengungkapan kasus-kasus
yang belum terselesaikan itu, Polri harus

‘- terus-menerus berupaya menmg!\at]\an

profesionalisme. Polri harus mengubah sikap

-mental, dari sikap materialistik, arogan dan
minta dilayani, menjadi sikap mental sebagai
.abdi

masyarakat
masyarakat. .

yang mengayomi

Status Polisi yang profesional sifatnya
tergantung pada bagaimana mereka diterima
oleh masyarakat. Masyarakat menempatkan
segala sesuatunya secara positif apabila Polisi
berani menggunakan hak disposisi dan

anarat bannlicinn memezluban dota ctatictil
£ fol

diskresi-denganepan-objekdfseprah-bisy
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dilaksanakan; menangani semua masalah
‘menurut prosedur yang telah ditetapkan.
‘Salah -satu cara untuk meningkatkan fungsi
- Polisi adalah membangun metode yang lebih
objektif melalui evaluasi efektifitas Polisi dan
‘kinerja mereka dalam sistem yang bebas dari
manipulasi politik dan mtervens1 p}hak ]uar
I}afiar Kepustakaan '
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